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ABSTRAK 
Pajak Kendaraan Bermotor berkontribusi terhadap Pendapatan 
Asli Daerah. Tujuan penelitian ini guna mengetahui pengaruh 
kesadaran Wajib Pajak, sanksi perpajakan, serta kualitas 
pelayanan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar 
Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Badung. Sampel yang 
digunakan berjumlah 100 Wajib Pajak kendaraan bermotor 
dengan metode penentuan non probability sampling yaitu 
purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
regresi linear berganda memanfaatkan program SPSS versi 26. 
Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa kesadaran Wajib 
Pajak, sanksi perpajakan, serta kualitas pelayanan berpengaruh 
positif dalam kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak 
Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Badung. 
Implikasi teoritis penelitian ini mampu memberikan tambahan 
informasi mengenai kesadaran Wajib Pajak, sanksi perpajakan, 
serta kualitas pelayanan pajak serta pengaruhnya kepada 
kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor. 
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Awareness, Tax Sanctions, Tax Service Quality, and 
Motor Vehicle Taxpayer Compliance 

 

ABSTRACT 
Motor Vehicle Tax contributes to Regional Original Income. The aim of 
this research is to determine the influence of Taxpayer awareness, tax 
sanctions, and service quality on Taxpayer compliance in paying Motor 
Vehicle Tax in Badung Regency. The sample used was 100 motor vehicle 
taxpayers using a non-probability sampling method, namely purposive 
sampling. The data analysis technique used is multiple linear regression 
using the SPSS version 26 program. The results of this research show 
that Taxpayer awareness, tax sanctions, and service quality have a 
positive influence on Taxpayer compliance in paying Motor Vehicle Tax 
at the SAMSAT Badung Joint Office. The theoretical implications of 
this research are able to provide additional information regarding 
taxpayer awareness, tax sanctions, and the quality of tax services and 
their influence on motor vehicle taxpayer compliance. 
  

Keywords: Motorized Vehicle Taxpayer Compliance; Taxpayer 
Awareness; Tax Sanctions; Quality of Tax Services 
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PENDAHULUAN 
Sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menggunakan Official 
Assessment System, dimana sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada 
fiskus guna menetapkan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak (Tarjo, 
2014). Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia kendala yang mampu 
mengganggu efisiensi pemungutan pajak adalah kepatuhan Wajib Pajak. Hal 
tersebut bisa menjadi salah satu alasan pemungutan pajak masih sulit tercapai 
sesuai harapan khususnya di Indonesia (Maria & Nurlela, 2021).  

Penyebab realisasi perpajakan belum mencapai target dikarenakan 
pemanfaatan data dan informasi yang belum optimal. Salah satunya dapat 
ditunjukkan melalui rasio perpajakan Indonesia yang berada pada kisaran 10-11 
persen dan cenderung menurun (Wildan, 2022a). Apabila dibandingkan dengan 
rata-rata dunia rasio perpajakan di Indonesia selama lima tahun terakhir berada 
di posisi terendah dari lima negara ASEAN di angka 11,12 hingga 10,75 persen  
(Damara, 2023). Perihal ini mengindikasikan bahwa kepatuhan Wajib Pajak masih 
rendah mengakibatkan kecilnya persentase kesadaran masyarakat dalam 
membayar pajak  (Lasmana & Wiryanti, 2018). 

Kepatuhan Wajib Pajak sendiri merupakan keinginan Wajib Pajak agar 
patuh dan taat pada peraturan perpajakan yang berlaku di suatu negara (Feinstein 
& J, 1998). Akibatnya, kepatuhan Wajib Pajak ini akan berdampak bagi 
Pendapatan Asli Daerah di tiap level provinsi di Indonesia termasuk Provinsi Bali. 
Pendapatan Asli Daerah ialah instrumen perekonomian yang bertujuan untuk 
memastikan tingkat kemampuan daerah guna melakukan otonomi daerah dengan 
nyata (Paramacintya & Budhi, 2018). Kementerian Dalam Negeri mengungkapkan 
bahwa pajak kendaraan bermotor memiliki kontribusi yang besar terhadap 
Pendapatan Asli Daerah di lingkup provinsi (Wildan, 2022b). Adanya program 
pemutihan Pajak Kendaraan bermotor yang diadakan oleh pemerintah daerah 
dinilai hanya untuk menunda penerimaan pajak dan berdampak pada masyarakat 
agar menunda membayar pajak dikarenakan program ini rutin diberlakukan 
setiap tahunnya (Wildan, 2022b). 

Kepatuhan Wajib Pajak masih menjadi upaya yang dilakukan bagi tiap 
negara untuk mendongkrak penerimaan pajak pada tahun berjalan dan 
menghindari terjadinya penggelapan uang dan korupsi (Oladipupo & Obazee, 
2016). Dalam hal ini, pemerintah Indonesia akan mengimplementasikan Pasal 74 
Undang- Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang 
menyatakan bahwa kendaraan bermotor yang tidak melakukan registrasi ulang 
selama 2 tahun sejak habisnya masa berlaku STNK akan diberlakukan 
penghapusan data registrasi. 

Mematuhi kepatuhan Wajib Pajak pembayaran pajak menjadi komponen 
yang sangat penting bagi suatu negara. Pajak digunakan untuk membiayai 
pengeluaran pemerintah, pembangunan negara dan peningkatan kesejahteraan 
masyarakat. Pembayaran pajak oleh Wajib Pajak terus disosialisasikan agar dapat 
dibayar secara tepat waktu dan tidak melakukan penghindaran pajak. Apabila 
penghindaran pajak terjadi, maka dapat menyebabkan anggaran negara atau 
pendapatan negara tidak akan mencapai target yang ditentukan dan dapat 
menyebabkan realisasi pendapatan daerah tidak sesuai dengan capaian 
kedepannya. 
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Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor 
Kabupaten Badung (dalam miliar rupiah) 

Tahun Target (Rp) Realisasi Penerimaan (Rp) Keterangan 

2017 44,241 20,334 Belum tercapai 

2018 48,360 37,769 Belum tercapai 

2019 62,161 55,029 Belum tercapai 

2020 109,041 99,218 Belum tercapai  

2021 78,130 70,770 Belum tercapai 

Sumber: Kantor Bersama SAMSAT Badung, 2022 

 Pada Tabel 1 dapat diketahui bahwa sejak tahun 2017 hingga tahun 2021, 
target penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Badung belum 
mencapai jumlah realisasi penerimaan yang diterima. Di tahun 2017, target 
penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah sejumlah 44,241 miliar rupiah, 
sedangkan realisasi penerimaan yang dicapai pada tahun 2017 hanya sebesar 
20,334 miliar rupiah. Hal serupa turut terjadi selama lima tahun berturut-turut 
hingga tahun 2021, dimana target penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah 
sebesar Rp 78,130 miliar rupiah dan realisasi penerimaan yang didapatkan hanya 
w70,770 miliar rupiah. Perihal ini menandakan bahwa fluktuasi penerimaan pajak 
kendaraan bermotor di Kabupaten Badung secara kumulatif dari tahun ke tahun 
hanya mendekati angka 21,7 persen. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor bersama SAMSAT Badung 
seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 1, dapat ditunjukan bahwa jumlah 
kendaraan bermotor tiap tahun di Kabupaten Badung mengalami kenaikan. Pada 
tahun 2018 jumlah kendaraan bermotor mencapai 844.680 unit dan hingga tahun 
2021 ini jumlah kendaraan bermotor meningkat sebesar 934.120 unit. Artinya 
terjadi kenaikan sebesar 10,58 persen sejak tahun 2018 hingga tahun 2021. 
Penerimaan pajak kendaraan bermotor Provinsi Bali tentunya akan dipengaruhi 
oleh peningkatan jumlah kendaraan bermotor. 
Tabel 2. Jumlah Kendaraan yang beredar dan Kendaraan yang Telah 

Melaksanakan Kewajibannya (Unit) di Kabupaten Badung 
 
Tahun 

Jumlah Kendaraan 
yang beredar 
(unit) 

Jumlah Kendaraan 
Yang telah 
Melaksanakan Kewajibannya 
(unit) 

Persentase Kepatuhan 
Wajib Pajak 
(%) 

2017 796.657 478.565 60,07 

2018 844.680 496.876 58,82 

2019 896.932 525.482 58,59 

2020 919.698 459.048 49,91 

2021 934.120 420.483 45,01 

Sumber: Kantor Bersama SAMSAT Badung, 2022 

  Pada Tabel 2 dapat ditunjukkan pula bahwa dari jumlah kendaraan yang 
sudah melaksanakan kewajibannya dan persentase kepatuhan Wajib Pajak di 
Kabupaten Badung, kesadaran Wajib Pajak di Kabupaten Badung sangat rendah. 
Data pada tahun 2017 membuktikan, bahwa jumlah kendaraan yang telah 
melaksanakan kewajibannya adalah sebanyak 478.565 unit atau sebesar 60,07 
persen. Tahun 2018, jumlah kendaraan yang telah melaksanakan kewajibanya 
adalah sebesar 496.876 unit dengan persentase kendaraan yang beredar hanya 
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sebesar 58,82 persen. Namun, pada tahun 2019, 2020 dan 2021 diketahui bahwa 
persentase kepatuhan Wajib Pajak mengalami penurunan sebesar 58,59 persen, 
49,91 persen dan puncaknya di tahun 2021 jumlah kendaraan yang telah 
melaksanakan kewajibannya hanya 420.483 unit yang dimana kurang dari 50 
persen atau hanya 45,01 persen. 

Berdasarkan uraian yang sudah disampaikan dapat diketahui bahwa 
situasi yang terjadi di Kabupaten Badung ini dapat menunjukkan bahwa semakin 
meningkat jumlah kendaraan bermotor maka menandakan semakin menurunnya 
persentase perwujudan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten 
Badung. Artinya, kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di Kabupaten 
Badung dapat dikatakan bahwa cenderung menurun. Menurunnya kepatuhan 
Wajib Pajak diakibatkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat guna membayar 
pajak. Perihal itu tercermin pada realisasi penerimaan pajak yang jauh dari target 
penerimaan yang diharapkan di Kabupaten Badung. 

Sanksi pajak sangat diperlukan di suatu daerah karena mempengaruhi 
kepatuhan Wajib Pajak. Penerapan sanksi dimaksudkan guna menimbulkan efek 
jera bagi Wajib Pajak yang tidak taat standar perpajakan agar terlaksana 
kepatuhan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Berdasarkan attribution 
theory, Sanksi pajak merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi 
persepsi wajib pajak ketika menilai perilaku kepatuhan Wajib Pajak dalam 
membayar pajak. Menurut theory of planned behavior, Wajib Pajak dalam memenuhi 
kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh niatnya sendiri. Niat ini dapat 
dipengaruhi oleh sikap dan persepsi Wajib Pajak tentang penerapan sanksi 
perpajakan (Ndalu & Wahyudi, 2022).  

Faktor lainnya yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak kendaraan 
bermotor yaitu kualitas pelayanan pajak. Menurut UU No 25 Tahun 2009 tentang 
pelayanan publik, negara wajib melayani setiap warga negara dan penduduk 
untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam pelayanan publik yang 
merupakan amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. Kualitas pelayanan pajak tersebut ialah kondisi dimana tingkat pelayanan 
yang diberikan dapat dikatakan sesuai dengan ekspektasi Wajib Pajak. Oleh sebab 
itu, kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat jika petugas pajak memberikan 
pelayanan yang baik serta dapat memicu Wajib Pajak untuk memberikan 
pengalaman dan informasi baik secara lisan maupun tertulis mengenai kualitas 
pelayanan pajak yang diberikan oleh pemerintah (Ndalu & Wahyudi, 2022). 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk meneliti 
kembali mengenai kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di Kabupaten 
Badung yang disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya persentase kepatuhan 
Wajib Pajak selama lima tahun terakhir menunjukan tren penurunan, sanksi pajak 
masih menjadi salah satu variabel yang perlu diketahui kebenarannya kepada 
para Wajib Pajak terutama di Kabupaten Badung, dan diduga kepatuhan Wajib 
dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kesadaran Wajib Pajak, sanksi pajak, dan 
kualitas pelayanan pajak.  

Kesadaran Wajib Pajak termasuk dalam behavioral belief dalam theory of 
planned behavior, dimana perbuatan tersebut dilandaskan pada kepercayaan 
individu pada hasil yang akan diperoleh. Sejalan dengan pernyataan tersebut, 
berdasarkan attribution theory kesadaran Wajib Pajak termasuk sebagai faktor 
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internal yang membutuhkan keyakinan Wajib Pajak untuk patuh membayar 
kewajiban perpajakannya. 

Penelitian sebelumnya oleh (Aswati et al., 2018), (Hidayat, 2018), (Ishak & 
Hasan, 2018), (Rizkiani, 2021), (L. Susanti & Setiawan, 2019), (Safitri & Hidayat, 
2021), serta (Isnaini & Karim, 2021) menunjukan bahwa kesadaran Wajib Pajak 
berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak kendaraan 
bermotor. Hipotesis yang dikembangkan pada penelitian ini ialah. 
H1: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak 

kendaraan bermotor di SAMSAT Badung. 
Sanksi pajak dapat diidentifikasi dengan control belief dalam theory of 

planned behavior karena mampu membangun persepsi yang baik sehingga 
menciptakan keyakinan. Namun, berdasarkan attribution theory, sanksi pajak 
dikategorikan sebagai faktor eksternal sebab bermula dari pengaruh dari luar 
individu (Wajib Pajak) yang mampu meningkatkan keyakinan untuk memenuhi 
kewajiban perpajakannya.  

Penelitian sebelumnya oleh (Dewi & Setiawan, 2016), (Yunianti et al., 2019), 
(Juliantari et al., 2021), (Salindeho, 2021), (Congda, 2022)  serta (Parhilia et al., 2022)  
menegaskan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif serta sangat signifikan 
kepada kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hipotesis yang 
dikembangkan ialah. 
H2: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan 

bermotor di SAMSAT Badung. 
Kualitas pelayanan termasuk normative belief dalam theory of planned 

behavior, dimana perbuatan tersebut dilandaskan atas dasar keyakinan mengenai 
harapan normatif seseorang dan dorongan guna memenuhi harapan itu. 
Berdasarkan attribution theory, kualitas pelayanan dikategorikan sebagai faktor 
eksternal (situasional) yang mempengaruhi Wajib Pajak guna memenuhi 
kewajibannya serta memiliki relevansi kepada kepatuhan Wajib Pajak. 

Studi empiris yang dilaksanakan oleh (Dewi & Setiawan, 2016), (Susanti & 
Setiawan, 2019), (Wijayanti et al., 2022), (Parhilia et al., 2022), (Mansyuri et al., 2022) 
serta (Adikur & Imran, 2022) menunjukan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor, 
hipotesis dikembangkan pada ialah. 
H3: Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak 

kendaraan bermotor di SAMSAT Badung.   
 
METODE PENELITIAN 
Lokasi dari penelitian ini adalah SAMSAT Badung yang terletak di Jalan I Gusti 
Ngurah Rai No.203, Werdi Bhuwana, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, 
Provinsi Bali. Objek penelitian adalah kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor 
Kabupaten Badung. Populasi pada penelitian ini adalah Wajib Pajak Kendaraan 
Bermotor yang terdaftar pada Kantor SAMSAT Kabupaten Badung. Pada 
penelitian ini sampel yang digunakan adalah Wajib Pajak kendaraan bermotor 
yang menggunakan layanan SAMSAT Badung. Pada penelitian ini, sampel 
ditetapkan memperggunakan metode non probability sampling khususnya 
judgement sampling yang dapat didefinisikan sebagai teknik pengambilan sampel 



 
MANUABA, I. G. B. D., & SETIAWAN, P. E.  

KESADARAN, SANKSI PERPAJAKAN… 
  

 

2371 

 

secara tidak acak dengan beberapa pertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria 
yang diinginkan untuk menentukan jumlah sampel yang diteliti (Sugiyono, 2018).  

Pada penelitian ini sumber primer yang digunakan adalah jawaban 
responden atas kuesioner yang telah diberikan oleh peneliti. Sedangkan sumber 
data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari jurnal terkait Pajak Kendaraan 
Bermotor, data yang diperoleh dari Bapenda Bali, dan SAMSAT Badung. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. 
Kuesioner pada penelitian ini adalah jenis kuesioner yang tertutup, karena 
responden hanya tinggal memberikan tanda pada salah satu jawaban yang dirasa 
benar. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis data analisis deskriptif, 
uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, dan pengujian hipotesis. Model 
persamaan regresi linear berganda pada penelitian ini ialah. 
Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e .................................................................................. (1)  
Keterangan: 
Y  = Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor 
a  = Konstanta 
b1, b2, b3 = Koefisien regresi 
X1  = Kesadaran Wajib Pajak 
X2  = Sanksi Pajak 
X3  = Kualitas pelayanan 
e  = Error  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Analisis statistik deskriptif adalah analisis statistik yang digunakan untuk 
menyampaikan informasi mengenai karakteristik variabel-variabel penelitian 
yang terdiri dari jumlah pengamatan yang dapat dilihat dari nilai rata-rata (mean), 
nilai minimum, nilai maksimum, median, modus, varian, dan standar deviasi. 
Tabel 3 akan memaparkan hasil analisis statistik deskriptif. 
Tabel 3 Uji Statistik Deskriptif  
No Variabel N Min. Max. Mean Std. 

Deviasi 

1 Kesadaran Wajib Pajak (X1) 100 2,00 4,00 3,317 0,539 
2 Sanksi Pajak (X2) 100 2,00 4,00 3,332 0,457 
3 Kualitas Pelayanan Pajak (X3) 100 2,00 4,00 3,232 0,432 
4 Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 100 2,0 4,0 3,376 0,508 

Sumber: Data Primer diolah, Lampiran 5 (2023) 
  Variabel kesadaran Wajib Pajak (X1) mempunyai nilai minimum 
sejumlah 2,00. nilai maksimum sejumlah 4,00 dan nilai rata-rata (mean) sejumlah 
3,317. Nilai mean sebesar 3,317 dapat diartikan bahwa jawaban responden 
cenderung ke arah setuju terhadap pernyataan dalam kuesioner variabel 
kesadaran Wajib Pajak atau yang berarti Wajib Pajak kendaraan bermotor yang 
telah tercatat di Kantor Bersama SAMSAT Badung telah mempunyai tingkat 
kesadaran pajak yang tinggi. Nilai standar deviasi sejumlah 0,5398 menunjukan 
bahwa terjadi penyimpangan sejumlah 0,5398. Berdasarkan pada angka tersebut 
maka dapat dinyatakan bahwa sebaran data berupa jawaban dari responden item 
pernyataan kuesioner sudah merata. 
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Variabel sanksi pajak (X2) mempunyai nilai minimum sejumlah 2,00. nilai 
maksimum sejumlah 4,00 dan nilai rata-rata (mean) sejumlah 3,332. Nilai mean 
sejumlah 3,332 dapat diartikan bahwa jawaban responden cenderung ke arah 
setuju terhadap pernyataan dalam kuesioner variabel sanksi pajak atau  Kantor 
Bersama SAMSAT Badung telah menetapkan sanksi pajak yang tinggi bagi wajib 
pajaknya yang tidak taat. Nilai standar deviasi sejumlah 0,4578 menunjukan 
bahwa terjadi penyimpangan sebesar 0,4578. Berdasarkan pada angka tersebut 
maka dapat dinyatakan bahwa sebaran data berupa jawaban oleh responden pada 
item pernyataan kuesioner telah merata. 

Variabel kualitas pelayanan pajak (X3) mempunyai nilai minimum 
sejumlah 2,00 nilai maksimum sejumlah 4,00 dan nilai rata-rata (mean) sejumlah 
3,232. Nilai mean sejumlah 3,232 dapat diartikan bahwa jawaban responden 
cenderung ke arah setuju terhadap pernyataan dalam kuesioner variabel kualitas 
pelayanan atau bisa juga dikatakan bahwa Wajib Pajak kendaraan bermotor telah 
memperoleh kualitas pelayanan yang tinggi dari Kantor Bersama SAMSAT 
Badung. Nilai standar deviasi sebesar 0,4327 menunjukan bahwa berlangsung 
penyimpangan sejumlah 0,4327. Berdasarkan pada angka tersebut maka dapat 
dinyatakan bahwa sebaran data berupa jawaban oleh responden pada item 
pernyataan kuesioner telah merata. 

Variabel kepatuhan Wajib Pajak (Y) mempunyai nilai minimum sejumlah 
2,00. Nilai maksimum sejumlah 4,00 dan nilai rata-rata (mean) sejumlah 3,376. Nilai 
mean sebesar 3,376 dapat diartikan bahwa jawaban responden cenderung ke arah 
setuju terhadap pernyataan dalam kuesioner variabel kepatuhan Wajib Pajak atau 
bisa juga dikatakan bahwa Wajib Pajak kendaraan bermotor telah tercatat di 
Kantor Bersama SAMSAT Badung telah mempunyai tingkat kepatuhan yang 
tinggi. Nilai standar deviasi sebesar 0,508 menunjukan bahwa berlangsung 
penyimpangan sejumlah 0,508. Berdasarkan pada angka tersebut maka dapat 
dinyatakan bahwa sebaran data berupa jawaban dari responden pada item 
pernyataan kuesioner sudah merata. 

Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk menguji dan 
memperoleh gambaran mengenai pengaruh variabel independen terhadap 
variabel dependen. Kalkulasi koefisien regresi linier berganda dilaksanakan 
dengan analisis regresi melalui software SPSS 26.0 for Windows. Hasil uji analisis 
regresi linear berganda dicermati pada Tabel 4 berikut. 
Tabel 4 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 

Model 

Unstandardized  
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant)  -0,062 1,167  -0,053 0,957 
Kesadaran WP  0,443 0,090 0,427 4,942 0,000 
Sanksi Pajak  0,342 0,105 0,280 3,256 0,002 
Kualitaas 
Pelayanan Pajak 
F    : 51,759 
Sig : 0,000b 

Adjusted R  
Square : 0,606 

 0,203 0,0593 0,196 2,189 0,031 

Sumber: Data Penelitian, 2023 
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 Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, pada Tabel 4, diperoleh 
persamaan struktur yakni: 
Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e…………………………………………………………(2) 
Y = -0,062 + 0,443 X1 + 0,342 X2 + 0,203 X3 + e 

Nilai konstanta sebesar -0,062 memperlihatkan bahwa jika variabel 
kesadaran Wajib Pajak, sanksi pajak, serta kualitas pelayanan pajak sama dengan 
nol, maka nilai kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor (Y) adalah sejumlah 
negatif 0.062 satuan atau cenderung mengalami penurunan. 

Nilai koefisien β1 pada kesadaran Wajib Pajak (X1) sebesar 0,443 
mempunyai hubungan yang positif pada kepatuhan Wajib Pajak kendaraan 
bermotor. Perihal tersebut memperlihatkan bahwa bila kesadaran Wajib Pajak 
(X1) meningkat 1 satuan, maka kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor (Y) 
hendak meningkat sebanyak 0,443 dengan perkiraan variabel bebas lain dianggap 
konstan. 

Nilai koefisien β2 pada sanksi pajak (X2), sebesar 0,342 mempunyai 
hubungan yang positif pada kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor. Hal 
tersebut menunjukan bahwa jika sanksi pajak (X2) meningkat 1 satuan, maka 
kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor (Y) akan meningkat sebesar 0,342 
dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan. 

Nilai koefisien β3 pada kualitas pelayanan pajak (X3) sebesar 0,203 
mempunyai hubungan yang positif pada kepatuhan Wajib Pajak kendaraan 
bermotor. Hal tersebut menunjukkan bahwa jika kualitas pelayanan pajak (X3) 
meningkat sebesar 0,203 dengan asumsi variabel bebas lainnya dianggap konstan. 

Tujuan dilakukannya uji F adalah guna menilai kelayakan dari model 
regresi linear berganda selaku alat analisis yang membuktikan pengaruh variabel 
independen pada variabel dependen. Apabila hasil uji F menyatakan signifikan F 
atau p-value < α = 0,05 maka hipotesis penelitian diterima dan variabel bebas 
berpengaruh signifikan pada variabel terikat (Ghozali, 2018). Uji F bisa dicermati 
pada Tabel 4. 
 Berlandaskan pada Tabel 4, menunjukkan bahwa nilai F sebesar 51,759 
dengan signifikansi 0,000 yang kurang dari α = 0,05. Berdasarkan temuan ini, 
semua faktor independen dapat memprediksi atau menjelaskan terjadinya 
kepatuhan wajib pajak. Dengan arti lain, faktor kesadaran wajib pajak, sanksi 
perpajakan, dan kualitas pelayanan pajak semuanya berdampak pada kepatuhan 
Wajib Pajak.  

Pengaruh variabel kesadaran Wajib Pajak, Sanksi pajak serta kualitas 
pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak yang diuji dengan 
mempergunakan Uji t. Apabila skor signifikansi kurang dari 0,05, maka H0 ditolak 
dan H1diterima sebagai kriteria pengujian untuk menjelaskan interpretasi 
pengaruh antara masing-masing variabel. H0 diterima dan H1 ditolak jika nilai 
signifikansi lebih kecil atau sama dengan 0,05. 

Berlandaskan hasil analisis pengaruh kesadaran Wajib Pajak pada 
kepatuhan Wajib Pajak didapat nilai signifikansi sejumlah 0,000 dengan nilai t 
hitung sejumlah 4,942 serta nilai koefisien regresi positif sejumlah 0,443. Nilai 
Signifikansi 0,000 < 0,005 mengidentifikasikan bahwa H0 ditolak serta H1 diterima. 
Akibatnya, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh 
pengetahuan wajib pajak. 
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Nilai signifikan sebesar 0,0002 dicapai dengan nilai t sejumlah 3,256 serta 
koefisien regresi positif sejumlah 0,342 berlandaskan analisis dampak sanksi 
perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Skor signifikansi 0,002 0,005 
menunjukkan diterimanya H2 dan penolakan H0. Akibatnya, sanksi pajak 
memiliki dampak positif dan patut diperhatikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Berlandaskan hasil analisis pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap 
kepatuhan Wajib Pajak didapat nilai signifikansi sejumlah 0,203. Nilai Signifikansi 
0,031 < 0,05 membuktikan bahwa H0 ditolak serta H3 diterima. Hasil ini 
memperlihatkan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif serta 
signifikansi kepada kepatuhan Wajib Pajak. 

Berlandaskan hasil uji t serta nilai signifikansi dalam variabel kesadaran 
Wajib Pajak diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, dimana berarti 
kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan 
Wajib Pajak. Hasil tersebut menunjukan semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib 
Pajak guna memenuhi kewajiban pajaknya, maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak 
juga akan mengalami peningkatan, sebaliknya jika Wajib Pajak kurang sadar akan 
tanggung jawabnya untuk membayar pajak, maka tingkat kepatuhannya juga 
akan turun. H1 yang akan menyatakan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif 
pada kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor dapat diterima. 

Kesadaran Wajib Pajak termasuk sebagai behavioral belief dalam theory of 
planned behavior yang menerangkan bahwa sikap Wajib Pajak akan mempengaruhi 
keinginan Wajib Pajak dalam bertindak didasarkan atas keyakinan Wajib Pajak 
pada hasil yang akan diperoleh. Hal tersebut sejalan dengan attribution theory, 
yaitu kesadaran Wajib Pajak merupakan faktor internal yang mempengaruhi 
kepatuhan Wajib Pajak yang membutuhkan keyakinan Wajib Pajak untuk patuh 
membayar kewajiban perpajakannya. Sebelum melaksanakan kewajiban 
perpajakannya Wajib Pajak telah mengetahui dan sadar bahwa pembayaran pajak 
dapat bermanfaat bagi negara. Kesadaran ini timbul karena Wajib Pajak 
mengetahui dan memahami bahwa tidak membayar pajak dapat menghambat 
pembangunan negara. 

Hasil penelitian ini mendukung temuan dari (Aswati et al., 2018), (Hidayat, 
2018), (Ishak & Hasan, 2018), (Susanti & Setiawan, 2019), (Awuri, 2021) serta 
(Isnaini & Karim, 2021) yang memperlihatkan bahwa kesadaran Wajib Pajak 
berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan 
Bermotor. Maka, menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak akan 
meningkat seiring dengan tingkat kesadaran Wajib Pajak. 

Berlandaskan hasil uji t serta nilai signifikansi pada variabel sanksi pajak 
diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,002 < 0,05, artinya sanksi pajak berpengaruh 
positif dan signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak. Hasil tersebut menunjukan 
semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak 
juga akan mengalami peningkatan, sebaliknya semakin kecil sanksi pajak maka 
tingkat kepatuhan Wajib Pajak juga akan mengalami penurunan, oleh karena itu 
H2 yang menyatakan sanksi pajak berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib 
Pajak Kendaraan Bermotor dapat diterima. 

Temuan penelitian ini sejalan pada konsep dari theory of planned behavior, 
sanksi merupakan salah satu faktor yang dapat mengontrol untuk tidak terjadinya 
perilaku yang menyimpang. Sanksi pajak termasuk sebagai control belief yang 
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menyatakan keyakinan akan adanya faktor-faktor yang membantu atau 
menghambat Wajib Pajak yang akan diungkapkan, serta penilaian mereka 
terhadap seberapa besar masing-masing faktor tersebut membantu atau 
menghambat Wajib Pajak (power of control factor). Sanksi pajak termasuk sebagai 
faktor eksternal dalam attribution theory karena merupakan sesuatu berasal dari 
bukan wajib pajak sehingga mempengaruhi pada mengambil suatu tindakan. 
Sanksi pajak merupakan peluang yang baik untuk meningkatkan kepatuhan 
Wajib Pajak. Sanksi pajak yang rendah dapat menghambat pembayaran pajak 
karena kelalaian sikap Wajib Pajak akan sanksi pajak yang lemah. 

Hasil dari temuan ini mendukung temuan penelitian (Dewi & Setiawan, 
2016), (Dewi & Supadmi, 2021), (Juliantari et al., 2021), (Safiq & Bhisri, 2022), 
(Parhilia et al., 2022), (Mellacantika & Bawono, 2023), serta (Nurfadillah & Mulyati, 
2023) yang juga menyatakan bahwa sanksi pajak berdampak positif dan signifikan 
pada kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan bermotor. Perihal tersebut 
memperlihatkan bahwa semakin besar sanksi pajak yang dikenakan juga 
memberikan efek jera bagi para Wajib Pajak sehingga tingkat kepatuhan Wajib 
Pajak meningkat. 

Berlandaskan hasil uji t serta nilai signifikansi dalam variabel kualitas 
pelayanan pajak diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,031 < 0,05, dimana artinya 
kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan 
Wajib Pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa ketika wajib pajak memenuhi 
kewajiban pajaknya, tingkat kepatuhan Wajib Pajak meningkat, sedangkan 
kepatuhan wajib pajak menurun, kualitas layanan pajak yang diberikan 
meningkat, Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya, maka tingkat 
kepatuhan Wajib Pajak juga akan mengalami penurunan. H3 yang menyatakan 
kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak 
Kendaraan Bermotor dapat diterima. 

Menurut theory of planned behavior, kualitas pelayanan pajak termasuk 
dalam normative belief dimana perilaku tersebut didasarkan atas keyakinan tentang 
harapan normatif seseorang dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut, 
yang diberikan kepada Wajib Pajak guna melaksanakan maupun tidak kewajiban 
perpajakan. Sejalan berdasarkan attribution theory, kualitas pelayanan pajak 
dikategorikan sebagai faktor eksternal (situasional) yang mempengaruhi Wajib 
Pajak guna memenuhi kewajibannya serta memiliki relevansi terhadap kepatuhan 
Wajib Pajak. Kualitas pelayanan yang buruk yang baik merupakan peluang yang 
mampu mendorong perilaku kepatuhan Wajib Pajak karena adanya sumber daya 
manusia yaitu kualitas pelayanan yang baik diyakini Wajib Pajak memiliki niat 
untuk melakukan kewajiban perpajakannya. 

Hasil dari penelitian ini mendukung temuan hasil penelitian sebelumnya 
yang dilakukan oleh (Dewi & Setiawan, 2016), (Parhilia et al., 2022), serta (Susanti 
et al., 2020) yang memaparkan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh 
positif serta signifikan dalam kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Perihal 
itu menunjukkan bahwa semakin tinggi kualitas pemerian pelayanan pajak 
mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. 

Koefisien Determinasi (Adjusted R Square) adalah sebesar 0,606. Hal ini 
berarti variasi kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi secara signifikan oleh 
variabel kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan pajak sebesar 
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60,6 persen, sedangkan sisanya sebesar 39,4 persen dijelaskan oleh faktor-faktor 
lain yang tidak dijelaskan dalam model penelitian. 

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, temuan 
penelitian ini dapat memberikan kontribusi implikasi penelitian yang dapat dibagi 
menjadi dua, yaitu implikasi teoritis dan implikasi praktis. Penelitian ini mampu 
memberikan tambahan informasi mengenai kesadaran Wajib Pajak, sanksi 
perpajakan, serta kualitas pelayanan pajak serta pengaruhnya kepada kepatuhan 
Wajib Pajak kendaraan bermotor. Implikasi praktis pada penelitian ini yakni 
penelitian ini diharapkan memiliki kontribusi positif bagi segala pihak, khususnya 
pemerintah sebagai pemungut pajak dan kepada Wajib Pajak sebagai pembayar 
pajak. Bagi pemerintah khususnya Kantor Bersama SAMSAT Badung hasil 
penelitian ini mampu dijadikan bahan evaluasi guna keperluan membuat 
kebijakan dalam sektor perpajakan dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib 
Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Bagi Wajib Pajak penelitian ini 
hendaknya dijadikan bahan evaluasi diri untuk meningkatkan kesadaran akan 
pentingnya menjalankan kewajiban perpajakan sesuai undang-undang yang 
berlaku. 
 
SIMPULAN 
Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan kepada kepatuhan 
Wajib Pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Badung, maka semakin meningkat 
tingkat kesadaran Wajib Pajak, maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak juga akan 
semakin meningkat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi 
perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak 
kendaraan bermotor di Kabupaten Badung. Maka, semakin tinggi sanksi 
perpajakan, maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan wajib 
pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Badung dipengaruhi secara positif dan 
signifikan oleh kualitas pelayanan perpajakan. Hal ini berimplikasi bahwa 
kepatuhan wajib pajak meningkat berbanding lurus dengan kualitas pelayanan. 

Bagi Pemerintah dan Kantor SAMSAT Badung, sebaiknya lebih 
meningkatkan kondisi gedung, teknologi, dan pelayanan agar Wajib Pajak merasa 
lebih nyaman. Penelitian ini hanya dilaksanakan oleh Wajib Pajak kendaraan 
bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Badung. Bagi peneliti berikutnya 
diperlukan agar memperluas jangkauan penelitian sehingga hasil penelitian ini 
bisa menyeluruh. Berdasarkan nilai Adjusted R Square adalah sebesar 60,6 persen, 
sehingga masih ada sebesar 39,4 persen variabel lain diluar model penelitian yang 
dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor, maka dari itu 
untuk penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel baru yang 
diduga dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor. 
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